Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Analisisimplikas perpajakan biaya operaséc?/ang tidak dapat
dikembalikan (non recoverable cost) menjadi biaya operasi yang dapat
dikembalikan (recoverable c_:ost% pada kegiatan hulu minyak dan gas
bumi di Indonesia= Analysis of tax implications of non recoverable
cost into recoverable cost for upstream oil and gas industry in Indonesia
Beby Sundari, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20482827& |okasi=Iokal

<b>ABSTRACT</b><br>

Industri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus
karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945,
pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pel aksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi
perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya,
padatanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan
tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat
dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan
meneliti bagaimanaimplikasi perpajakan padayang terjadi padaindustri migas. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi
yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas
pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas
kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada
penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar
yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi
hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The oil and gasindustry isincluded in the mining industry whose regulations are specifically regulated
because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the
mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the
implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the
government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of
the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made
changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changesin non
recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aimsto
find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and
examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive
gualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to
recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration
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principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue
sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which
causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is
also smaller.



